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Abstract 

INFLUENCE OF IMPLEMENTATION OF FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM 

FOR PUBLIC TRANSPARENCY AND CONTROL ACTIVITIES ON THE 

FINANCIAL ACCOUNTABILITY OF SKPD IN PALEMBANG CITY 

 

Arif Hidayat, NIM. 222015185 (2020) influence of implementation of regional financial 

accounting system for public transparency and control activities of SKPD financial 

accountability in Palembang 

 

The problem in this research is how the implementation of the financial accounting 

system for public transparency and control activities on the financial accountability of 

SKPD in Palembang City. The purpose of this research is to determine the 

implementation of financial accounting system for public transparency and control 

activities on the financial accountability of SKPD in Palembang. This research includes 

comparative research. The data used in this study are primary and skunder data. The 

methods of data collection used are questionnaire, observation and interviews. Data 

analysis is qualitative. And the Likert scale analysis technique is qualitative descriptive 

data analysis. The results of this study showed that the subchapter describes the general 

picture of Palembang's service, the characteristics of respondents, data descriptions, and 

data analysis. 

 

Keywords: implementation of financial accounting system, public transparency, activity 

control, financial accountability 
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ABSTRAK 

PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH 

TRANSPARANSI PUBLIK DAN AKTIVITAS PENGENDALIAN 

TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN SKPD DI KOTA 

PALEMBANG 

 

 
Arif Hidayat, NIM. 222015185 (2020) Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan SKPD Di 

Kota Palembang 

 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pengaruh Penerapan Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap 

Akuntabilitas Keuangan SKPD Di Kota Palembang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Transparansi Publik dan Aktivitas 

Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan SKPD Di Kota Palembang . Penelitian ini 

termasuk penelitian Komparatif. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

skunder. Metode pengumpulan data yang di gunakan adalah kuisioner, observasi dan wawancara. 

Analisis data adalah kualitatif. Dan skala likert Teknik Analisis adalah analisis data deskriptif 

kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa menguraikan subbab mengenai gambaran umum 

dinas kota Palembang, karakteristik responden, deskripsi data, dan analisis data. 

 

Kata kunci: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Transparansi Publik, 

Aktivitas Pengendalian, Akuntabilitas Keuangan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai Organisasi Sektor Publik, Pemerintah Daerah dituntut bisa 

menyajikan laporan keungan yang memiliki akuntabilitas yang berorientasi 

pada kepentingan masyarakat, dan mendorong pemerintah untuk senantiasa 

tanggapan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan 

terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang 

baik pada pemerintah tersebut. 

Menurut Abdul (2016: 56) Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, 

pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk 

pemenuhan hak-hak publik. Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang 

amanah (agent ) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, 

melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi 

tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak 

dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Muindro, 

2012: 14). Menurut Kerangka Konseptual, Standar Akuntansi Pemerintah, 

2015 Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber 

daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 

Melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik tuntutan yang 

semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh 

penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. 
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Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat 

sorotan karena sering memonitor setiap perencanaan pemerintah dalam satu 

periode. Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis 

berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan 

manajemen keuangan yang sehat. Sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang telah ditetapkan, pemerintah daerah berkewajiban 

untuk membuat laporan pertanggung-jawaban keuangan yang terdiri dari 

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

(SAL), Neraca, Laporan operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan 

Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan Daerah. 

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Erlina dan Rasdianto 

(2013) adalah “sistem akuntansi yang meliputi proses 

pencatatan,penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian 

keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD. 

Dengan adanya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah laporan 

keuangan yang dihasilkan lebih jelas dan mudah dipahami serta dapat 

dibuktikan kebenarannya. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa “ 

setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya 

yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan 

secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk 

kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar 

generasi dan evaluasi kinerja”. 
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Sesuai dengan bentuk pemerintahan yang kita anut yaitu Demokrasi 

bahwa semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan 

yang dapat mengubah hidup mereka, demokrasi mengizinkan watga negara 

berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui perwakilan untuk ikut 

terlibat dala pembuatan keputusan pemerintah seperti hak untuk mendapatkan 

informasi keuangan negara. Masyarakat berhak mengetahui secara terbuka dan 

menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber 

daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan 

perundang-undangan itu sebabnya dibutuhkan adanya transparasi publik. 

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat 

kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi 

oleh DPRD dan masyarakat. Transparasi pengelolaan keuangan daerah pada 

akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah 

daerah dengan masyarakatnya sehingga terciptanya pemerintahan daerah yang 

bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan 

kepentingan masyarakat (Mardiasmo, 2006: 68). 

Selain itu juga diperlukan aktivitas pengendalian, dengan adanya 

aktivitas pengendalian memudahkan suatu organisasi memantau aktivitas 

dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Pengendalian dilakukan untuk 

memastikan bahwa kegiatan dapat berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya 

atau seperti apa yang telah direncanakan sehingga tujuan organisasi dapat 

tercapai sesuai yang diinginkan, misalnya dalam menyajikan Laporan 

Realisasi Anggaran Daerah terdapat kesalahan dalam pencatatan melalui 
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aktivitas pengendalian dampak kedepannya dapat diantisipasi dengan 

secepatnya sehingga tidak merugikan semua pihak yang terlibat, dengan selalu 

mengevaluasi Laporan Keaungan Daerah merupakan salah satu contoh dari 

aktivitas pengendalian, sehingga laporan keuangan tetap akuntabel. 

Penelitian Rahman (2008) mengatakan penerapan azas akuntabilitas dan 

transparasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengharuskan 

pemerintah memberikan pertanggungjawaban dan informasi kepada 

masyarakat terkait pengelolaan pemerintahan sehingga pemerintaha berusaha 

untuk memberikan yang terbaik (kinerja terbaik) kepada masyarakat. 

Berdasarkan penelitian Isma (2012) menghasilkan temuan bahwa 

implementasi akuntabilitas pada pengelolaan keuangan daerah mampu 

meningkatkan kinerja. M. Nasir (2007) mengatakan bahwa implementasi 

akuntabilitas dan transparansi menyebabkan kontrol yang besar dari 

masyarakat menyebabkan pengelolaan pemerintahan akan bekerja sesuai 

dengan ketentuan yang ada, dan pada akhirnya akan mampu menghasilkan 

kinerja pemerintahan dengan baik. 

Tabel I. 1 

Survey Pendahuluan 

Instansi SKPD di Kota Palembang Kondisi yang ditemukan 

Dinas Sosial Saat melakukan wawancara, muncul 

keadaan dimana sistem akuntansi 

keuangan pada instansi tersebut 

kurang baik karena rendahnya 

kualitas laporan kuangan, di 

sebabkan penyusunan laporan 

kuangan yang belum memenuhi 

standar akuntansi pemerintah dan 

kurangnya kompetensi staf akuntasi 

yang ada 
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Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penanggulangan Bencan 

Saat melakukan wawancara, muncul 

keadaan dimana kurangnya 

pengendalian intern yang ada pada 

instansi tersebut karena masih ada 

oknum yang melakukan 

penyelewengan dan pemborosan 

serta buruknya pengawasan di 

instansi tersebut 

Dinas Kesehatan Saat melakukan wawancara, muncul 

keadaan dimana lemahnya 

transparansi informasi keuangan 

kepada publik, dikarenakan betapa 

sulitnya mendapatkan data riil dari 

instansi tersebut sehingga 

masyarakat mengalami kesulitan 

dalam melakukan pengawasan 

kebijakan publiknya. 

 Sumber: Penulis, 2020 

Berdaskan tabel I.1 menunjukkan bahwa pada instansi di kota 

palembang banyak ditemukan adanya masalah yang berdampak negatif pada 

instansi tersebut seperti penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi 

standar akuntansi, adanya penyelewengan dan pemborosan serta buruknya 

pengawasan pada instansi tersebut, dan kurangnya transparansi kepada 

masyarakat sehingga sulit melakukan pengawasan kebijakan publik. 

  Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah Transparasi Publik Dan Aktivitas Pengendalian 

Terhadap Akuntabilitas Keuangan SKPD Di Kota Palembang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Pengaruh Penerapan Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah, Tranpasransi Publik dan Aktivitas Pengendalian 

terhadap Akuntabilitas Keuangan SKPD di Kota Palembang 

C. Tujuan Masalah 

      Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, 

Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas 

Keuangan pada SKPD dipemerintahan Kota Palembang 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi penulis  

Sebagai bukti empiris yang ada tentang pengaruh penerapan sistem 

akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas 

pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan SKPD  di Kota 

Palembang 

2. Bagi   Pemerintahan 

    sebagai   masukan   dalam   mendukung   pelaksanaan otonomi 

daerah khususnya SKPD di Kota Palembang dalam rangka 

mewujudkan good governance 

. 
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3. Bagi  Almamater 

Hasil penelitian ini diharapkan  dapat  menjadi reperensi tambahan 

tentang penerapan sistem akuntansi keuangan daerah transparansi 

publik dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan 

SKPD di Kota Palembang 
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